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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat,
hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul
“Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP” yang
diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan
masyarakat umum.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan
hukum pidana dalam mengatasi masalah kejahatan berdimensi baru yang
muncul dewasa ini. Upaya pembaruan hukum pidana nasional untuk
mengatasi masalah sosial dewasa ini terus disuarakan oleh berbagai
kalangan melalui re-formulasi kebijakan hukum pidana yang bersumber
pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal itu karena
pangkal hukum pidana adalah KUHP warisan Kolonial Belanda yang
dirasakan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri

bangsa Indonesia.
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Eksistensi KUHP warisan Kolonial Belanda saat ini dipandang
bersifat “obsolute and unjust” (telah usang dan tidak adil) dan “outmoded
and unreal” (ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan).
Atas dasar itu, penulisan karya intelektual yang membahas mengenai
perkembangan hukum pidana dan asas-asasnya dalam RKUHP merupakan
suatu kebutuhan akademis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
membangun hukum pidana masa depan (ius constituendum).

Penulis berharap, buku ini akan memperkaya referensi kajian
hukum pidana, khususnya menyongsong disyahkannya RKUHP dan
pengembangan hukum pidana pada umumnya. Oleh karena itu, kritikan,
masukan, dan saran dari berbagai pihak masih tetap dibutuhkan untuk
perbaikan. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada
semua pihak yang telah membantu serta memberi masukan dalam

menyelesaikan penyusunan buku ini.

Bandung, Februari 2019

Penulis,

Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.
Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H.
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perkembangan hukum pidana dalam masyarakat modi.ern merupakan sebuah keni.sca\.:aan, perubahan
masyarakat yang sangat dinamis menuntut hukum pidana harus n'Tam'pu menglkuy per!sembangan
sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. li\/luncu?nya berbagai kejahatan. berdimensi baru (new
dimension of crime) sebagai dampak dari dinamika sosial da‘n perken?pangan |Imu pengetahuan d_a”
teknologi, disisi lain mengancam kepentingan masyarakat sehingga posisi hukum pidana sangat penting

niamin keamanan dan ketertiban sosial. . . |
untUkzialj perkembangan hukum pidana klasik menuju hukum pidana modern dimulai sejak

bentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang akan menjadi peletak dasar
pem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sesuai
pembangur-]:indekolonisaﬂ KUHP peninggalan/warisan kolonial. Demokratisasi hukum pidana,
dengalr?d n:Fhukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang
korfss‘rma;rupakan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana ataupun perkembangan
tejrjfi i hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dan duniainternasional.
nlial—mlalvaf‘g_ menzbahas prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang diatur dalam KUHP sebagai ius
consﬂ?;tlﬂ_:nn;;n i perkembangannya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

i tuendum.
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